
 
 

PERKEMBANGAN HAK PILIH ANGGOTA TNI DALAM PEMILIHAN 

UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG PEMILIHAN UMUM 

 

SKRIPSI 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK 

MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR 

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM 

 

OLEH: 

MASAYU INTAN HERMIYANTI 

NIM. 21103070013 

 

PEMBIMBING: 

NILMAN GHOFUR, M.Sos. 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2025



 
 

i 
 

ABSTRAK 

 

 Setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam hukum dan 

pemerintahan. Akan tetapi dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 jelas bahwa TNI tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu 

sebagai pemilih. Pelarangan anggota TNI untuk menggunakan hak konstitusi ini 

jelas bertentangan dengan undang-undang. Karena setiap warga negara berhak 

untuk memilih dalam pemilihan umum.  

 Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isu hak pilih anggota TNI dalam 

pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan hak pilih 

anggota TNI dalam pemilu menurut undang-undang No. 7 Tahun 2017 dengan 3 

teori yakni teori demokrasi yang dipadukan dengan ham dan teori electoral justice 

yang dikorelasikan dengan teori keislaman yakni Maslahah Mursalah. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis 

normatif) yang meneliti bahan Pustaka dengan basis data sekunder untuk 

menemukan legalitas isu pembatasan hak pilih terhadap anggota TNI dalam 

pemilu dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statue Approach), 

pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan perbandingan 

(Comparative Approach).  

 Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasannya konsep pengaturan hak 

pilih bagi anggota TNI adalah dengan tidak memberikannya hak pilih demi 

menjaga netralitas TNI sebagai alat negara dengan disahkannya Pasal 200 UU No. 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dianalisis menggunakan 

metode keislaman yakni maslahah mursalah menghasilkan hukum yang sah 

karena prinsip maslahah (kemaslahatan umum), dimana kepentingan bangsa 

secara keseluruhan lebih diutamakan daripada hak individu tertentu. 

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia, Hak Pilih 
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“Investasi yang berhasil dimulai dengan keberanian” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Karya ini penulis dedikasikan kepada: 

Ibu dan Ayah Penulis 

Kakak  dan Adek Penulis 

Para Dosen Fakultas Syari‟ah dan Hukum Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam 

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

A. konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin  Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B be ب

 Ta‟ T te ت

 Sa‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim  J je ج

 Ha‟ H ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ  es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa‟ Ṭ te (dengan titik di ط

bawah)  

 Ẓa‟ Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G ge غ

 Fa‟ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

  Lam L „el ل
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 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

 Waw W w و

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Ha‟ H ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya‟ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 ditulis muta‟addidah يتعد دة

 ditulis „iddah عدة

 

C. Ta‟Marbûtah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

ًةحك  ditulis  ḥikmah 

 ditulis „illah عهة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h 

ا لاونًءكرا ية  ditulis Karāmah al-Auliyā' 

 

3. Bila ta‟Marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

انفطر زكاة  ditulis Zakāh al-Fitri 

 

D. Vokal Pendek  

1. ----  َ  ---- Fatḥah ditulis a 

2. ----   َ ---- Kasrah ditulis i 

3 ----   َ ---- Ḍammah ditulis u 
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E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 إستحساٌ

ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya‟ mati 

 أنثى

ditulis 

ditulis 

ā 

Unśā 

3. Kasrah + yā‟ mati 

نعهوانًا  

ditulis 

ditulis 

Ī 

al-„Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 عهوو

ditulis 

ditulis 

û 

„Ulûm 

 

i. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya‟ mati 

 غيرهى

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

ii. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 ditulis a‟antum أأنتى

 ditulis u‟iddat أعدت

 ditulis la‟in syakartum لاٌ شكرتى
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iii. Kata Sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis al-Qur‟ān انقرآٌ

 ditulis al-Qiyās انقياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ditulis ar-Risālah انرسانة

 ‟ditulis an-Nisā اننساء

 

iv. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

انراي اهم  ditulis Ahl ar-Ra‟yi 

 ditulis Ahl as-Sunnah اهم انسنة

 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahsa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‟arif dan sebagainya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan bagian dari “Pesta 

Demokrasi” istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan 

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Istilah ini pertama kali 

dipopulerkan oleh Presiden RI ke-2 Indonesia yakni Soeharto pada 

Februari 1981.
1
 Pesta demokrasi ini menunjukkan bahwa proses pemilu 

adalah wadah bagi warga negara untuk menyalurkan suara dan aspirasinya 

dalam proses demokrasi, sehingga menjadi wujud adanya kedaulatan 

rakyat. 

Dalam pemilihan umum, suara rakyat menjadi penentu masa depan 

suatu negara melalui hak suaranya untuk memilih. Dari suara tersebut 

menentukan siapa nantinya yang akan memegang kekuasaan. Para 

pemimpin yang terpilih nantinya akan bertanggungjawab untuk mewakili 

kepentingan dan aspirasi rakyat. Dengan menggunakan hak pilihnya, 

rakyat memiliki kesempatan untuk memilih calon yang mereka yakini 

dapat mewujudkan kepentingan dan harapan mereka. Suara rakyat juga 

sangat penting dalam proses pengambilan keputusan politik. Ketika ada 

isu-isu penting yang mempengaruhi Masyarakat, suara rakyat dapat 

                                                           
1
Ari Kusumadewi, “Pesta Demokrasi: Siapa Yang Merayakan?”, Binus University, 09 

Maret 2024, https://binus.ac.id/character-building/2024/03/pesta-demokrasi-siapa-yang-

merayakan/  

https://binus.ac.id/character-building/2024/03/pesta-demokrasi-siapa-yang-merayakan/
https://binus.ac.id/character-building/2024/03/pesta-demokrasi-siapa-yang-merayakan/
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membantu untuk membentuk opini publik dan memberikan tekanan pada 

para pemimpin untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya.  

Namun, dalam konteks pemilihan umum, terdapat kelompok 

tertentu yang memiliki status dan fungsi khusus yang sayangnya hak 

pilihnya tersebut dikecualikan. Salah satunya adalah anggota Tentara 

Nasional Indonesia. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Pasal 200 yang menyatakan bahwa “Dalam Pemilu, anggota 

Tentara Nasional dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak 

menggunakan haknya untuk memilih”.
2
 Selain itu, peraturan mengenai 

hak pilih juga diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa 

“Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, 

kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih 

menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis 

lainnya”.
3
 

Di satu sisi alasan dibalik anggota TNI tidak diperkenankan untuk 

memilih adalah untuk menjaga netralitas TNI, mencegah konflik kepentingan, 

menghindari politisasi TNI, dan faktor Sejarah dwifungsi ABRI. Akan tetapi, 

disisi lain dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap 

orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat”. Sedangkan jaminan yang sifatnya diakui secara internasional diatur 

                                                           
2
 Pasal 200, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

3 Pasal 39, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 
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dalam ketentuan article 20, Declaration of Human Right. Didalam ketentuan 

Pasal ini menyatakan bahwa “Everyone has the right to freedom of peacefull 

assembly and association and no one may be compilled to belong an 

association”. Sehingga hal ini menjadi perdebatan yang menarik untuk dikaji. 

Hak politik seringkali terkait dengan keberadaan partai politik. Peran 

partai politik terus berkembang sebagai jembatan antara Masyarakat dan 

pemerintah. Keberadaan partai politik mencerminkan partisipasi aktif 

Masyarakat dalam proses politik sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia. 

Namun, pertumbuhan partai politik yang mencerminkan partisipasi aktif ini 

berlawanan dengan pemenuhan hak bagi anggota TNI, yang hingga kini belum 

terealisasi. Isu pemulihan hak pilih anggota TNI Kembali menjadi 

perbincangan hangat, terutama menjelang Pemilu 2024, ketika TNI sering 

tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.  

Pada awalnya, dalam pemilu pertama yang diadakan di Indonesia pada 

tahun 1955, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 

diberikan hak untuk memilih dan diizinkan untuk menggunakannya. Dalam 

pemilu tahun 1955, ABRI juga memiliki hak untuk dipilih, sehingga anggota 

ABRI yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif tidak perlu 

mengundurkan diri dari keanggotaan mereka. Namun, terdapat perubahan 

dalam pemilu pada era Orde Baru. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1969  tentang Pemilihan Umum Anggota Badan 
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Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
4
, secara jelas dinyatakan bahwa 

“Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak 

memilih”. Ketentuan ini tetap berlaku sampai dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 200.  

Hak pilih yang bersifat universal merupakan dasar umum untuk 

pemberian suara pilih, tetapi biasanya dibatasi oleh beberapa faktor seperti 

kewarganegaraan, Kesehatan mental, dan catatan kriminal. Dalam beberapa 

sistem politik, pembatasan ini bisa lebih luas, mencakup faktor seperti melek 

huruf, syarat-syarat pemukiman, dan kualifikasi kekayaan serta militer. 

Negara-negara yang memiliki trauma akibat intervensi politik oleh organisasi 

militer di masa lalu cenderung menerapkan pembatasan hak pilih bagi anggota 

militer. Pembatasan hak memilih bagi anggota militer hanya diterapkan di 

Indonesia dan Kongo. Sementara itu, negara-negara lain seperti Rusia, 

Amerika Serikat, Kanada, Australia, Swedia, Inggris, Vietnam, Filipina, 

Jerman, Korea Selatan, dan Prancis tidak memberlakukan pembatasan hak 

pilih untuk anggota militer.
5
 

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, terdapat batasan hukum 

terhadap hak memilih. Pembatasan ini mungkin terjadi mengingat ketentuan 

dalam konstitusi Pasal 28J ayat (2) yang memperbolehkan pembatasan 

terhadap hak asasi manusia (HAM). Misalnya, dalam konteks berbangsa dan 

                                                           
4
 Pasal 11, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
5 Komang Yopi Pardita dan I Made Wirya Darma, “Hak Politik dan Hak Pilih Tentara 

Nasional Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Magister Hukum Udayana, Vol. 11:3 

(September 2022), hlm 663-664. 
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bernegara, ada pembatasan hak memilih bagi anggota aktif Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) dalam pemilihan umum (Pemilu). 

Meskipun pembatasan terhadap HAM atau hak konstitusional dapat 

dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari hukum 

internasional maupun konstitusi, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai 

legalitas, keabsahan dan legitimasi dari pengaturan tersebut.
6
 Hal ini penting 

untuk diingat mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi 

demokrasi, kedaulatan rakyat, dan HAM bagi seluruh warganya, baik dalam 

kehidupan individu maupun kolektif, serta dalam semua kegiatan pemerintahan 

dan kenegaraan.  

Dalam perkembangannya pengaturan Hak Pilih anggota TNI ini 

mengalami sejumlah pengaturan yang dipengaruhi oleh perkembangan dari 

tiap masa ke masa.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut 

tentang: 

“Perkembangan Hak Pilih Anggota TNI Dalam Pemilihan Umum 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum” 

 

 

                                                           
6 “Arief Hidayat: Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif”, Mahkamah Konstitusi 

RI, 14 November 2019, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041  

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang diatas didapatkan beberapa rumusan masalah yang 

menjadi topik pembahasan skripsi ini, diantaranya: 

1. Bagaimana perkembangan pengaturan hak pilih anggota TNI dalam pemilu 

menurut teori demokrasi? 

2.  Bagaimana pandangan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut 

perspektif maslahah mursalah? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan  

Dari uraian di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian 

ini memuat beberapa poin, yaitu: 

a. Mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan hak pilih anggota TNI 

dalam pemilu menurut teori demokrasi. 

b. Mengetahui bagaimana pandangan hak pilih anggota TNI dalam pemilu 

menurut perspektif maslahah mursalah. 

2. Kegunaan Penelitian 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak, termasuk penulis sendiri. Adapun kegunaan dari 

penelitian ini yaitu: 

 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Dapat mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan hak pilih anggota TNI 

dalam pemilu menurut teori demokrasi dan pandangan hak pilih anggota TNI 

dalam pemilu menurut perspektif maslahah mursalah. 

2) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk melakukan 

kajian oleh siapa saja. 

3) Dapat menambah perbendaharaan (perpustakaan) dalam Kajian Hukum. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pendidik serta  mahasiswa untuk dapat berkontribusi sebagai bahan kajian 

dan diskusi akademik.  

D. TELAAH PUSTAKA 

Penelitian dan kajian mengenai ketentuan hak pilih anggota TNI ini telah 

banyak dituangkan ke dalam bentuk buku, karya tulis, dan penelitian lainnya. 

Sehingga untuk menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh peneliti lain 

sekaligus untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, 

maka penyusun perlu memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang 
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relevan dengan masalah yang diangkat. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, 

terutama yang berkaitan dengan ketentuan hak pilih anggota TNI. Penyusun 

hanya akan menyajikan inti dari penelitian lain, sehingga pada akhirnya akan 

diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya.  

Pertama, skripsi berjudul “Pencabutan Hak Pilih Tentara Nasional 

Indonesia Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 200 Perspektif Fiqih Siyasah” 

oleh Fathul Arzak, mahasiswa Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. skripsi ini menyimpulkan bahwa 

pertama yang menjadi hak warga negara adalah kesetaraan tanpa membeda-

bedakan suku, agama, ras, warna kulit, bahkan bagi penyandang disabilitas 

sekalipun. Karena hak pilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia, setiap 

warga negara memiliki perlindungan atas hak tersebut sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi 

“Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan 

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kedua, hak pilih Tentara Nasional Indonesia dicabut 

bertujuan untuk mewujudkan TNI yang Profesional, untuk itu pemerintah 

harus mengatur batasan-batasan untuk menghindari terjadinya kesewenang-

wenangan dalam ranah politik dengan merancang sebuah undang-undang yang 

mengatur hak pilih Anggota TNI. Ketiga, hak pilih anggota TNI tidak mungkin 
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akan dibuka kembali, karena sudah jelas dikatakan di dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi 

“Anggota TNI tidak menggunakan hak pilihnya”. Selain itu ada undang-

undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang diatas, yaitu 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi 

“Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan 

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
7
 Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan dari 

penelitian yang akan di lakukan oleh penyusun, yaitu meneliti mengenai 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 tentang Pemilihan Umum. 

Adapun yang membedakan penyusun akan mengkomparasikan dengan hak 

pilih anggota bersenjata di negara lain. 

Kedua, skripsi berjudul “Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu 

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan 

Fiqh Siyasah” oleh Furqan Radiansyah, mahasiswa Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019. Skripsi ini menyimpulkan 

Pada dasarnya pemerintah menghilangkan hak politik TNI dalam Pemilu agar 

TNI terhindar dari pengaruh partai politik dapat menjadikan Pemilu di 

Indonesia menjadi tidak netral. Melalui perspektif fiqh siyasah, hak asasi 

seseorang bisa dikesampingkan apabila bertentangan dengan hak lain yang 

lebih besar, ketentuan ini berdasarkan kaidah: “maslahat umum didahulukan 

                                                           
7 Fathul Arzak, “Pencabutan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Menurut UU No. 7 

Tahun 2017 Pasal 200 Perspektif Fiqih Siyasah”, Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta (2023), hlm. 4.  
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dari maslahat khusus”. Netralitas TNI dalam Pemilu merupakan maslahat 

umum, sedangkan hak politik TNI dalam Pemilu merupakan maslahat khusus. 

Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pemerintah dapat menghilangkan hak 

politik khusus TNI dalam Pemilu atas dasar kepentingan umum dan 

kemaslahatan umat.
8
 Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian 

yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu terdapat perbedaan dalam perspektif 

keislaman yang digunakan dan undang-undang yang diteliti. 

Ketiga, skripsi berjudul “Peraturan Hak Pilih Tentara Nasional 

Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan” oleh Rafli Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum, 

Universitas Jambi, 2021. Skripsi ini menyimpulkan pengaturan pada 3 (tiga) 

periode kekuasaan mengalami kemunduran. Pada masa Orde Lama, Angkatan 

Bersenjata dan Polisi diberikan hak memilih dalam pemilu. Pada Orde Baru, 

ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam 

ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam 

lembaga legislatif. Sedangkan pada Era Reformasi, hak pilih dan memilih pada 

anggota TNI dan Polri dihilangkan sehingga TNI dan Polri hanya 

melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri 

instansi tersebut. Hal tersebut mengindikasi bahwa pengaturan hukum tentang 

hak pilih menurut perspektif Hak Asasi manusia dalam konteks Masyarakat 

demokratis belumlah sinkron satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan 

kriteria partisipasi dan keterwakilan sebagaimana termaksud dalam nilai-nilai 

                                                           
8 Furqan Radiansyah, “Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 

34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah”, Skripsi sarjana Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2019), hlm. 5.  
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ideal demokrasi belumlah terwujud.
9
 Dari penelitian tersebut terdapat 

perbedaan dari penelitian yang akan di lakukan oleh penyusun, yaitu penyusun 

menggunakan perspektif keislaman dalam penelitiannya.  

Keempat, artikel berjudul “Analisis Teori Keadilan Jhon Rawls 

Terhadap Pembatasan Hak Pilih TNI Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” 

oleh Candra Vira Faradillah, dalam jurnal Legislatif Volume 7 Nomor 1 Tahun 

2023. Jurnal ini menjelaskan pembatasan hak pilih TNI tidak bisa dilepaskan 

dari sejarah keterlibatan TNI dalam politik pemerintahan yang dinilai terlalu 

over power dan membahayakan kepentingan serta menciptakan ketidakadilan 

bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kedudukan/posisi tidak setara antara 

keduanya juga dikhawatirkan akan menciptakan pemilu yang tidak adil. 

Sehingga, apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, pembatasan hak 

pilih TNI bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi negara terhadap anggota 

TNI, melainkan sebagai bentuk affirmative action untuk menciptakan pemilu 

yang adil dalam bingkai demokrasi Pancasila.
10

 Dari penelitian tersebut 

terdapat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, yaitu 

penyusun menggunakan perspektif keislaman dalam penelitiannya. 

E. KERANGKA TEORITIK 

1. Teori Demokrasi 

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan 

kekuasaan tertinggi pada rakyat, Dimana partisipasi masyarakat dalam 

                                                           
9 Rafli Nugraha, “Peraturan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian 

Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan”, Skripsi sarjana Universitas Jambi (2021), hlm. 1.  
10 Candra Vira Faradillah, “Analisis Teori Keadilan Jhon Rawls Terhadap Pembatasan 

Hak Pilih TNI Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”. Jurnal Legislatif, Vol. 7:1 (Desember 2023), 

hlm. 46.  
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pemilihan umum menjadi hal yang fundamental. Dalam sistem ini, suara 

dan pilihan rakyat berperan penting dalam menentukan arah kebijakan 

negara.  

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hak warga negara, termasuk 

hak politik merupakan bagian integral dari HAM yang dijamin oleh UUD 

1945. Negara demokratis harus menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak 

ini agar pemerintahan berjalan berdasarkan hukum dan keadilan.
11

  

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia 

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia.
12

 Louis Henkin, seorang ahli terkemuka di 

bidang hak asasi manusia berpendapat bahwa meskipun hak pilih 

merupakan hak fundamental, teori HAM mengakui bahwa hak-hak tersebut 

dapat dibatasi secara sah jika pembatasan tersebut diperlukan untuk 

menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Dalam konteks HAM 

internasional, pembatasan ini harus memenuhi kriteria yang ketat: harus 

memiliki tujuan yang jelas, bersifat proporsional, dan tidak boleh dilakukan 

secara sewenang-wenang atau diskriminatif. Pembatasan hanya dapat 

                                                           
11 “Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie”, Mahkamah 

Konstitusi RI, 15 September 2021, 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17582&menu=2  
12 Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17582&menu=2
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dibenarkan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi keberadaan 

bangsa, integritas territorial, atau mencegah kekerasan yang mengancam 

pemerintahan yang sah. Henkin menekankan bahwa prinsip konstitusional, 

supremasi hukum, dan pemisahan kekuasaan berperan penting dalam 

melindungi hak asasi manusia, terutama ketika hak pilih dibatasi demi 

keamanan nasional dan ketertiban umum. Di Indonesia dalam pengaturan 

pembatasan terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum Pasal 200 dilihat sebagai implementasi prinsip 

proporsionalitas dan legalitas dalam pembatasan hak asasi manusia.  

2. Teori Electoral Justice 

Electoral Justice atau keadilan pemilu merupakan prinsip yang 

memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum dilaksanakan dengan 

adil, jujur, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, termasuk 

dalam hak perlindungan hak politik warga negara. Dalam konteks 

pembatasan hak pilih TNI, keadilan pemilu ini sebagai langkah negara 

untuk menjaga netralitas militer, sehingga dapat tercipta pemilu yang adil 

dan demokratis. 

John Rawls berpendapat bahwa “keadilan sebagai kewajaran” 

menekankan bahwa tidak ada keadilan dalam kesejahteraan yang lebih 

besar jika hal itu mengorbankan individu-individu yang kurang 
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beruntung.
13

 Pembatasan hak pilih TNI menurut pendapat yang 

dikemukakan oleh john rawls bertujuan untuk mencapai keadilan bagi 

warga negara karena posisi TNI yang lebih kuat dapat menyebabkan 

intervensi terhadap hak pilih warga sipil dalam pemilu.
14

 

Pembatasan hak pilih TNI adalah bagian dari mekanisme keadilan 

pemilu yang bertujuan untuk mencegah keterlibatan militer dalam politik 

praktis, yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan merusak 

legitimasi demokrasi. Dengan membatasi hak pilih TNI, negara berupaya 

memastikan keadilan dalam pemilu, sehingga tidak ada aktor yang 

memiliki pengaruh politik yang berlebihan, dan proses demokrasi dapat 

berlangsung dengan stabil dan kredibel.
15

 

3. Teori Maslahah Mursalah 

Maslahah berasal dari akar kata ṣād-lām-ḥa, yang kemudian berkembang 

menjadi kata-kata seperti ṣalaha, ṣaluha, ṣalāhan, ṣulûhan, dan 

ṣalāhiyyatan, yang semuanya memiliki makna baik atau positif. Maslahah 

merupakan bentuk kata keterangan (maṣdar) dari kata kerja (fi‟il) ṣalaha, 

sehingga secara morfologis (Sharaf) memiliki pola (wazan) yang serupa 

dengan kata manfa‟ah. 

                                                           
13 Vidya Prahassacitta, “Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls”, Binus 

University, Oktober 2018, https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-

pandangan-john-rawls/  
14 Candra Vira Faradillah, “Analisis Teori Keadilan John Rawls Terhadap Pembatasan 

Hak Pilih TNI Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”, Jurnal Legislatif, Vol 7:1 (Desember 2023), 

hlm. 62.  
15 Kamal Fahmi Kurnia, “Menakar Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (Money 

Politic) Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (Electoral Justice), Jurnal Litigasi, Vol 25:2 

(Oktober 2024), hlm. 89.  

https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/
https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/
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Secara etimologi, kata al-maṣlaḥaḥ, dengan bentuk jamak masãliḥ, 

merujuk pada sesuatu yang baik dan bermanfaat, serta berlawanan dengan 

keburukan dan kerusakan. Istilah maṣlaḥaḥ juga sering digunakan untuk 

menggambarkan Upaya mencari kebenaran. Inti dari maṣlaḥaḥ adalah 

menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Kata al-

Maṣlaḥaḥ mengacu pada pengertian mengenai sesuatu yang memiliki 

banyak kebaikan dan manfaat. Sebaliknya lawan kata al-Maṣlaḥaḥ adalah 

al-Mafsadah, yang merujuk pada sesuatu yang memiliki banyak keburukan. 

Dengan demikian, makna asli dari maṣlaḥaḥ adalah menarik manfaat atau 

menghindari mudharat. 

Menurut Imam al-Ghazālī, maṣlaḥaḥ didefinisikan secara istilah 

sebagai berikut: “Al-Maṣlaḥaḥ dalam pengertian awalnya adalah menarik 

kemanfaatan atau menolak mudarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), 

namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai 

kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau 

maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk 

terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan 

dengan Al-Maṣlaḥaḥ adalah menjaga atau memelihara tujuan syara‟, 

adapun tujuan syara‟ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: 

pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa 

mereka, akal mereka, nasab, atau keturunan mereka, dan harta mereka, 

maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas 

lima pokok dasar tersebut adalah al- Maṣlaḥaḥ, dan setiap sesuatu yang 
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menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika 

menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-

Maṣlaḥaḥ”.
16

 

Sementara Husain Hamid memberikan pengertian Maṣlaḥaḥ untuk 

menunjukkan dua pengertian, yaitu secara ḥaqi̅qat, yang menunjukkan 

pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara maja̅z menunjukkan 

pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang 

kedua menunjukkan pada medianya.  

Sedangkan menurut Naj al-Dīn al-Ṭūfī mendefinisikan maṣlaḥaḥ 

menurut pandangan „urf (pemahaman yang berlaku di Masyarakat) dengan 

sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti transaksi 

perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut 

syara‟ adalah sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan 

daripada maksud Syāri‟ (pembuat hukum yakni Allah SWT), baik dalam 

hukum ibadah atau adah atau muamalah, kemudian maṣlaḥaḥ dibagi antara 

lain al-Maṣlaḥaḥ yang dikehendaki oleh Syāri‟ sebagai hak prerogratif 

Syāri‟ seperti ibadah, dan al- Maṣlaḥaḥ yang dimaksudkan untuk 

kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka 

seperti adat atau hukum adat. 

Dapat disimpulkan bahwa maṣlaḥaḥ merujuk pada suatu tindakan 

hukum yang memberikan manfaat dan ketentraman bagi semua manusia, 

                                                           
16 Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”. Journal al-Mizan, Vol 

2:1 (Februari 2018), hlm. 116-117.  
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baik untuk diri sendiri maupun untuk jasmani, jiwa, akal, dan rohani, 

dengan tujuan menjaga maqāṣid al-syarī‟ah. Keberpihakan maṣlaḥaḥ 

terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam 

melaksanakan setiap tindakan hukum. Oleh karena itu, esensi maṣlaḥaḥ 

berfungsi sebagai standar dalam memahami hukum Islam secara universal, 

bukan hanya diukur berdasarkan logika manusia yang cenderung 

mengutamakan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir 

dan bertindak.
17

 

F. METODE PENELITIAN 

Penelitian memegang peranan krusial dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. Melalui penelitian, kebenaran dapat terungkap secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam konteks penelitian hukum, 

terdapat dua metode utama, yaitu normatif dan empiris. Penelitian hukum 

normatif melibatkan analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika 

hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan 

hukum. Sementara itu, penelitian hukum empiris dilakukan dengan 

langsung terlibat dilapangan untuk mengamati dan menilai nilai-nilai yang 

berlaku dalam Masyarakat seiring dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, peneliti mengadopsi metodologi sebagai berikut: 

 

                                                           
17 Safriadi, Maqashid Al-Syari‟ah Mashlahah.  (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 

2021), hlm. 55-58.  
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1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis 

normatif atau kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi 

Pustaka (library research), yakni serangkaian kegiatan penelitian dengan 

menelaah dan mengumpulkan literature seperti buku, jurnal, dan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan pengaturan 

hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut teori demokrasi  dan 

pandangan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut perspektif 

maslahah mursalah.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan 

perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan historis (Historical 

Approach) dari Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, Masa Reformasi , dan 

pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dengan Hak Pilih 

Anggota Angkatan Bersenjata Amerika Serikat . 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pengumpulan 

data menggunakan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dalam studi 

dokumen adalah dengan cara mengkaji substansi atau isi bahan hukum 

yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya 
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ilmiah, dokumen resmi, artikel jurnal, koran, dan majalah, serta dokumen 

melalui internet. 

4. Sumber Data 

Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan atau dikaji dalam penelitian ini 

meliputi sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri 

3. TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Tidak Berlaku) 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang Hak 

Pilih Bagi Anggota TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Sumber-sumber penelitian hukum, sumber sekunder berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi 
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seperti buku teks, skripsi, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah, 

dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Data tersier adalah bahan untuk menjelaskan terhadap data primer dan 

sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus-kamus. 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Deskripsi Penyusunan alur skripsi ini akan penyusun uraikan 

secara eksplisit sesuai dengan pokok bahasan dan akan penyusun uraikan 

per-bab, penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V, 

yaitu: 

Bab I (Pendahuluan), Pendahuluan merupakan bagian yang menjawab 

mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini terdiri atas: Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab II (Landasan Teori), membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan 

secara teoritis mengenai teori Demokrasi beserta komponen 

pembahasannya, Teori Erectoral Justice beserta komponen pembahasannya 

dan teori Maslahah Mursalah beserta komponen pembahasannya. 
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Bab III (Pembahasan), berisi data-data analisis. Dalam bab ini akan 

menguraikan data-data terkait dengan fokus penelitian dan rumusan 

masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. 

Bab IV (Hasil Analisis), berisi hasil analisis. Dalam bab ini akan 

menguraikan hasil analisis terkait dengan data-data dari fokus penelitian 

dan rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. 

Bab V (Simpulan), berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi poin-

poin dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil Kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengaturan hak pilih bagi anggota TNI tidak memberikan hak tersebut demi 

menjaga netralitas TNI sebagai alat negara, meskipun secara historis hak pilih 

pernah diberikan. Setiap negara memiliki karakteristik dan sejarah yang 

berbeda terkait peran militer dalam politik, sehingga Indonesia tidak dapat 

meniru pengaturan hak pilih Angkatan bersenjata negara lain karena tidak ada 

Solusi universal. Konsep “Citizen in Uniform” di Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa memberikan hak pilih kepada anggota militer dapat 

diterima jika didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Dan seperti yang 

terdapat dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa 

pembatasan tersebut harus dilakukan oleh pengadilan melalui putusan yang 

memiliki hukum tetap.  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 mengenai pembatasan hak 

pilih anggota TNI memiliki landasan kuat dari perspektif maslahah mursalah 

dan realitas politik Indonesia saat ini, dimana keterlibatan militer dalam 

politik dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mengancam stabilitas 

pemerintahan. Pembatasan hak pilih bagi TNI bukanlah bentuk diskriminasi, 

melainkan Langkah preventif untuk menjaga profesionalisme militer dan 
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memisahkan fungsi pertahanan dari urusan politik, serta mendukung 

kepentingan umum diatas hak individu.  

B. Saran 

1. Perlunya mempertahankan larangan hak pilih bagi anggota TNI untuk 

menjaga netralitas mereka dalam politik, sebagaimana diamanatkan oleh 

undang-undang.  

2. Apabila ingin memberikan hak pilih kepada anggota TNI maka dapat 

melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini secara berkala, dengan 

mempertimbangkan dinamika politik dan demokrasi di Indonesia saat ini 

guna memastikan bahwa aturan tersebut masih relevan dan efektif.  

3. Menyarankan untuk melakukan studi banding dengan negara lain yang 

memberikan atau membatasi hak pilih bagi anggota Angkatan bersenjata, 

untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang dampaknya 

terhadap demokrasi.  

4. Memperkuat mekanisme pengawasan dalam implementasi aturan ini, guna 

memastikan bahwa prinsip netralitas TNI dijaga secara konsisten. 
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